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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
MRT JAKARTA UNTUK PENYELENGGARAAN PRASARANA
DAN SARANA MASS RAPID TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance) dalam kepemilikan aset prasarana Mass Rapid
Transit, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit,
perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017
tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta
untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid
Transit,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA
UNTUK PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA
MASS RAPID TRANSIT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Gubernur Nomor
53 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas
MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Mass Rapid Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 23005), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Aset berupa prasarana MRT menjadi milik PT MRT Jakarta
selama jangka waktu hak penye€lenggaraan yang tertuang
dalam perjanl]lan enyelenggaraan prasarana sebagaimana
dimaksud'dalam Pasal 2.

(2) Setelah jangka waktu hak penyelenggaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir, prasarana MRT Jakarta
diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam kondisi laik
operasi dan ‘telah dinyatakan bebas terhadap segala
tuntutan dari pihak manapun.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 23005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHU US IBUKOTA JAKARTA,

Y

YUHANAH

NIP 19650824 1994032003
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